TARGET PAJAK DAERAH 2025 NAIK JADI Rp640 MILIAR, PEMKOT SOLO
GENJOT REALISASI SEJAK TRIWULAN PERTAMA
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Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo harus menyusun strategi guna
optimalisasi serapan pajak daerah pada tahun 2025 ini.

Hal ini penting dilakukan agar target realisasi pajak daerah sebesar Rp 640 tercapai di
akhir tahun mendatang.

Wali Kota Solo Respati Ardi membenarkan bahwa target realisasi pajak daerah selalu
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2025 ini pihaknya menargetkan sasaran realisasi sebesar Rp 640 bisa
terealisasi dengan mulus. Oleh sebab itu perlu langkah dan strategi agar bisa mencapai
target tersebut.

“Penetapan target ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Solo. Targetnya besar,” kata dia Kamis (17/4).

Guna merealisasikan target sebesar Rp 640 miliar itu, pihaknya bakal memaksimalkan
potensi pajak dan retribusi daerah yang ada seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi
parkir, pajak reklame, dan hiburan.

Di sisi lain, Respti tidak menyoal kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada

sektor perhotelan.
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Menurutnya hal itu tidak akan menjadi penghalang dalam merealisasikan target
tersebut.

“Ini hanya pergeseran pasar. Potensi tetap ada, seperti warung makan yang ramai, hotel
bintang 3 dan 2 yang stabil,” beber dia.

Di luar upaya tersebut, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Solo agar semakin
tertib dan disiplin dalam membayar pajak.

Salah satunya seperti membayar PBB-P2 dengan tertib, pajak reklame, pajak hiburan,
resto dan rumah makan, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor yang saat ini
sedang berlangsung program penghapusan dendanya.

“Pajak itu kan sefl assesment, makanya akan kita tunggu. Jadi kesadaran dalam
membayar pajak ini memang harus ditingkatkan,” terang Wali Kota.

Sekadar informasi, target realisasi pajak daerah di Kota Solo pada 2025 mencapai Rp
640 miliar, angka ini lebih tinggi daripada tahun 2024 lalu dengan besaran Rp 565,34
miliar.

“Alhamdulillah pada triwulan pertama ini targetnya sudah terpenuhi. Kami harap
kedepan masyarakat semakin sadar dalam melakukan pembayaran pajak,” imbuh
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, Tulus Widayat belum

lama ini. (ves)
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Catatan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Pasal 1
a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah

kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun
pendapat suatu instansi
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